-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang :

Mengingat

NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor
137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
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10.

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Unda)ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teclah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewgn
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tetang
ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Perat)uran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888j);

25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis
Akrual Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54};

26. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2021
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2021 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
€. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.




(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan Rp1.172.625.829.994,00
b. belanja Rpl1.167.869.461.608,00
surplus Rp 4.756.368.386,00
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp 21.994.820.534,00
2. pengeluaran Rp 2.274.086.498,00
pembiayaan netto Rp 19.720.734.036,00
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp84.683.270.006,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus
delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam rupiah)
atau dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp1.257.309.100.000,00
2. realisasi Rpl1.172.625.829.994,00
selisih kurang (Rp 84.683.270.006,00)

b. selisih  anggaran dengan  realisasi  belanja  sejumlah
Rp94.396.429.390,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp1.148.273.601.000,00
2. realisasi Rpl1.053.877.171.610,00
selisih kurang (Rp 94.396.429.390,00)

c. selisih anggaran  dengan  realisasi  transfer sejumlah
Rp14.688.029.002,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh
delapan juta dua puluh sembilan ribu dua rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 128.680.319.000,00
2. realisasi Rp_113.992.289.998,00
selisih kurang (Rp 14.688.029.002,00)

d. selisih anggaran dengan  realisasi  surplus sejumlah
Rp24.401.188.386,00 (dua puluh empat miliar empat ratus satu juta
seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. defisit setelah perubahan (Rp 19.644.820.000,00)
2. realisasi Rp 4.756.368.386,00
selisih lebih Rp 24.401.188.386,00



e.

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 21.994.820.534,00
2, realisasi Rp 21.994.820.534,00
Nihil Rp 0,00

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp75.914.036,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus
empat belas ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 2.350.000.534,00
2. realisasi Rp 2.274.086.498,00
selisih kurang (Rp 75.914.036,00)

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp75.914.036,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus empat belas
ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 19.644.820.000,00

2. realisasi : Rp 19.720.734.036,00

selisih lebih Rp 75.914.036,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf.b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut:

a.

b.
C.

d.

Saldo Anggaran Lebih 1 Januari 2022 Rp 21.994.820.534,00

penggunaan SAL Tahun 2022 Rp 21.994.820.534,00

sub total Rp 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2022 Rp 24.477.102.422,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 24.477.102.422,00
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut:

a

d

b
[N
€
f

. jumlah pendapatan Rp 1.099.838.172.646,89

. jumlah beban operasional Rp 1.045.966.745.825,77

surplus operasional Rp 53.871.426.821,12

defisit non operasional (Rp 42.290.772.829,22)

defisit pos luar biasa (Rp__2.094.670.360,00)

surplus Rp 0.485.983.631,90
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

Ekuitas 1 Januari 2022 Rp2.405.015.939.448,31
Surplus Laporan Operasional Rp 9.485.983.631,90
Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp__ 1.814.610.273,38)
Ekuitas Akhir Rp2.412.687.312.806,83

AN




Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp2.541.446.491.818,69

b, Jumlah Kewajiban (Rp 128.759.179.011,86)

¢. Jumlah Ekuitas Dana Rp2.412.687.312.806,83
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022,
sebagai berikut:

a. saldo Kas 1 Januari 2022 ' Rp 22.110.666.140,00
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 229.419.443.226,00
c. arus kas dari aktivitas

investasi non keuangan (Rp 224.663.074.840,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 2.274.086.498,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran (Rp 48.266.560,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp 24.544.681.468,00

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10
(1) Laporan keuangan untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dunaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Lampiran [ . Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:

1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

2. Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;




Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

= R

Lampiran X

L

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

5 8

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

oo

t. Lampiran XX

1. Lampiran XX.1

2. Lampiran XX.2

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)'

pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan . asct
tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar rekapitulasi asetl lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2022 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik  Daerah/Perusahaan  Daerah,
terdiri atas:

Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran diatur

dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dltetapkan di Pangkajene Sidenreng

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
VKABUPAT:EN SIDENRENG RAPPANG,

/~BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN z&&OMOR T

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.050.23




